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Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pencemaran Air Di Kali Porong
Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang terjadi di kali Porong. Karena kali porong di
jadikan sebagai wadah aliran lunpur lapindo,secara bertahap kali porong
mengalami perubahan kualitas air, mulai dari timbul aroma belerang yang
berasal dari lumpur lapindo, mengalami pendangkalan , dan banyak ekosistem
disekitar kali yang rusak. mengenai hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (3)
dan pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatakan bahwasannya
Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk melakukan Tindakan
pengawasan, pengendalian pencemaran air yang terjadi di kali Porong, namun
keadaan dilapangan masih banyak masyarakat yang mengeluh kurangnya
tindakan tersebut dengan alasan pemerintah daerah berpangku tangan
pembiayaan dari pusat.

Rumusan Masalah: 1) dalam penelitian ini adalah Bagaimana
Pencemaran Air Di Kali Porong Kabupaten Sidoarjo, 2) Bagaimana
Pencemaran Air Di Kali Porong Kabupaten Sidoarjo Prespektif menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, 3) Bagaimana Pencemaran Air Di
Kali Porong Kabupaten Sidoarjo menurut Prespektif Fiqih Bi’ah. Adapun yang
menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui perkembangan
Pencemaran Air Di Kali Porong Kabupaten Sidoarjo, 2) Untuk mengetahui
Pencamaran Air Di Kali Porong Kabupaten Sidoarjo Prespektif Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009, 3) Untuk mengetahui Pencemaran Air Di Kali
Porong Kabupaten Sidoarjo Prespektif Fiqih Bi’ah.

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode
kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam,
observasi dan dokumentasi. Pada teknik analisis data, penulis menggunakan
reduksi data dan analisis data. Sementara pengecekan keabsahan data, penulis
menggunakan perpanjangan keabsahan data, triagulasi dan pendiskusian teman
seangakatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Daerah dalam
wewenang yang tertulis di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sepenuhnya
belum berjalan dengan baik, dan menggunakan alasan pembiayaan dari pusat.
2) Belum ditemukan untuk solusi menghentikan Pencemaran Air Di Kali
Porong. 3) Dalam Figih Lingkungan, pembuangan limbah lumpur lapindo ke
dalam kali porong kemudian sampai menimbulkan kerusakan ekosistem,
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perbuatan tersebut merupakan haram hukumnya, karena telah melanggar
ketentuan-Nya, yang sudah memerintahkan untuk menjaga dan melestarikan
lingkungan hidup seperti dijadikan dalam surat Al-Bagarah ayat 11 tentang
berkewajiban menjaga lingkungan hidup.
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ABSTRACT

NIKITA SETYA DEWI, 12103183022, Water Pollution in Porong River Sidoarjo
Regency, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law,
IAIN Tulungagung, 2022, Advisor: Abd. Khoir Wattimena, M.H.
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This research was motivated by Water Pollution in Porong River Sidoarjo
Regency as happened in Porong River. Since the Porong River was used as a
container for the Lapindo mud flow place, gradually the Porong River
experienced changes in water quality, starting from the smell of sulfur coming
from the Lapindo mud, experiencing silting, and many ecosystems around the
river were damaged. Regarding this, in accordance with Pasal 13 ayat (3) dan
pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 it is stated that the Regional
Government has the authority to carry out supervisory actions, control water
pollution that occurs in Porong River, but the situation in the field is still many
people who complain about the lack of water quality. This action is based on the
reason that the local government is idly by funding from the central government.

The Problem Statements in this research: 1) how is water pollution in the
Porong River in Sidoarjo Regency? 2) how is water pollution seen from the
perspective of Law Number 32 of 2009? 3) How is water pollution seen from
Bi'ah Figh Perspective?. Then, The objectives of this research are: 1) To find out
the development of Water Pollution in Porong River Sidoarjo Regency, 2) To
find out Water Pollution from the perspective of Law Number 32 of 2009, 3) To
find out about water pollution seen from Figh Bi'ah Perspective.

The research method used by the researcher is a qualitative method and the
type of field research (field research). The data collection techniques used in this
study were in-depth interviews, observation and documentation. In the data
analysis technique, the writer uses data reduction and data analysis. While
checking the validity of the data, the author uses an extension of the validity of the
data, triagulation and peer discussion.

The results of this study indicate that: 1) Local governments in the
authority written in Law Number 32 of 2009 have not fully run well, and use the
reason for financing from the centra Government. 2) Have not found a solution to
stop Water Pollution in Porong River. 3) In Environmental Figh, the disposal of
Lapindo mud waste into the Porong River then causes damage to the ecosystem,
this act is unlawful, because it has violated His provisions, which have ordered to
protect and preserve the environment as described in the letter Al-Bagarah
paragraph 11 about the obligation to look after environment.
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